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Abstrak

Mitigasi memegang peranan vang sangal vital dalam manajemen bencana sebab jika ancaman bahava
herhasil dicegal maka tidak perlu ada lagi vespon bencana berkelanjuian. Penelitian ini menggunakan siudi
literatur dengan metode kompavatif dimana objek kafienmya adalah pelibaton dan pertikaran sumberdava
artar aktor dalam lengkah mitigasi di wilavah yang memiliki potensi hencana alam sevta peraah mengalami
kejaddion bencana dengan menggemakan perspektifs adaptive govermnee. Hosidl penelition mempiukan
bahwa stakeholders dalam mitigasi bencana verada dolam dwa dimensi vaita dimensi verikal dan horizontal
dengon modil dan isn vemg beragam dimana terdapat ketimpongan pefibatan akior dalom sirwkitur don
Javingan. Walhasil, Sumberdava tidak berhasif didissribusikan secava ideal dan secara langsung
mempengaruhi konsensus dan komitmen masing-masing stakeholder dalam mensinergikan kegiatannva
dengan kerangka mitigasi bencana. Kondisi Ini menjadikan pemerbrial sebagal leading sector sangad tidak
adaplif

Kata Kunci: Mitigasi, Multistakeholder, Manajemen Bencana

Abstract

Mitigation plays a very vital role in management because disaster is successfully prevented so there is no
need for a sustainable disaster response, This study wses a fiteratire study with & comparative method where
the object of study k the Involvement and fimding of vesources between actors In mitlgatlon measares In
aveas that have the potential for nataral disasters and have ever remeidied the problem of disasters by using
an adapiive governance perspective. The results showed that the stokelwolders in verada disoster mitigation
in two dimensions, namely the vertical and horizontal dimensions with diverse motives and issues where
there ave differences in the involvement of actors in the struchure and network. As a result, Resowrces weve
not stccessfully allocated ideally and divecily affected the consensus and commitmeni of each stakeholder in
synerglzing thelr activitles by increasing disasier mitigatlon. This condition makes the government as a
feading sector that is not very adaptive

Kepwords: Mitigation, Multistakeholder, Disaster Management

PENDAHULUAN 2007 memberikan definisi terhadap kejadian
bencana scbagal peristiwa atan rangkaian

Potensi bencana merupakan akumulasi  peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia

dari kerentanan dacrah terhbadap ftingkat seria mengakibatkan kerusakan lingkungan dan
kerawanan atau ancaman bahaya vang ada  kerugian harta benda serta membawa dampak

sechingga Undang-Undang Nomwor 24 Tabun psikologis.
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Mitigasi bencana telah lama menjadi
fokus kajian multisektoral di berbagai Negara,
sedongkan di  Indomesia, meskipun secara
geografis memiliki  tingkat  kerentanan
lingkungan serta statistik bencana yang cukup
tinggi, Undang-Undang kebencanaan jusiu
baru disahkan pada tahun 2007 vakni dengan
keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana, padahal
dalam aksi dan manajemen penanggulangan
bencana, tabhap mitigasi memegang peranan
yang sangai vital.

Dalam hubungannya dengan
administrasi publik, apapun bentuknya, bencana
selalu membawa derita, menimbulkan korban
harta dan myawa, menghancurkan tatanan sosio-
ekonomi, membentuk pribadi-pribadi  yang
traumatis dam  banvak hal Jain vyang
mengindikasikan kerentanan kolektif sebuah
bangsa. Seringnya situasi bencana melanda
kondisi masyarakat, menjadikannya sebagai
common and public preblem yang menuntut
kehadiran  tindakan  intervensi  kolektif
sebagaimana  menjadi  domain  adoinistrasi
publik. Sebagai pola tindak intervensi yang
kolektif, administrasi publik dituntut mampu
memainkan peran vang menjadi tanggung
jawabnya dalam manajemen bencana. Perfama,
administrasi publik turut bermain secara praktis
maupun normatif-regulatif (melalui instrumen
kebijakan)  dalam  berbagai  aktivitas
pemanfaatan sumber daya; kedia, administrasi
publik bertanggung jawab langsung maupun
tidak  langsomg terhadap  sitwasi  yang
menciptakan kemgian pada masyarakat; ketiga,
administrasi  publik  bertanggung  jawab
langsung wntuk wmemberikan perlindungan,
penanganan, dan melakukan pencegahan atas
berbagai kemungkinan dampak bencana kepada
masyarakat {(Ulum, dkk : 2008).

Meskipun demikian, mengenai peran
serta  administrasi  publik  dalam  mitigasi
bencana, bayak [literatur tidak memberikan
penekanan pada pendekalan govermment,
melainkan  pada pendekatan  governance.
Penckanan  terhadap konteks  governance,
dikarenakan secara fakiual, pemerintah tidak
memiliki kapasitas yang mampu mengimbangi
kompleksitas manajemen bencana jika bekerja

secara  tunggal, terutama bagi negara
berkembang dimana pada akhimya, setiap
bencana akan memunculkan daftar panjang
gugatan terhadap peran dan tanggung jawab
dari berbagai pihak yang memiliki oforitas dan
peran dalam tate kelola pemerintahan.
[ronisnya, pada seliap bencana yang terjadi, kita
hampir selalv dihadapkan pada tduhan
terhadap buruknya Kinerja birokeasi dalam aksi
manajemen bencana, Respons yang lambat,
pengambilan  keputusan dan findakan yang
reaktif dan parsial, operasi vang tidak
terkoordinasi, aksi formalistik-simbolik bahkan
melempar tanggung jawab, merupakan etos dan
perilaku  faktwal birokrasi  dalam upaya
menghadapi bencana (Ulam, dkk : 2008).

Kemumitan masalah semakin mencapai
klimaks ketika penanganan bencana menuntut
kejelasan  pihak yang  harus  dimintai
pertanggungjawaban beserta siapa saja pihak
vang harus dilibatkan dalam kerangka kerja
koordinatif yang terpadu dan jelas tugas dari
masing-masing aktor. Tidak jarang, ego sektoral
sering mendominasi dalam kerangka ini. Belum
lagi tarik ulur kepentingan dari sektor-sektor
penopang  governance lainnya yang rentan
dengan praktik kolusi. Di Indonesia, masalah
tersebut masih dominan sehingga tidak dapat
dihindari bahwa seringkali, ada ketidakjelasan
tindak penanganan  bencana, kelambanan
tindakan yang juga wmemberi pelvang bagi
upaya untuk lari dari tanggung jawab, kondisi
mrismemagement  dan  miskoordinasi  karena
kerap kali dibangun tanpa kejelasan tanggung
jawab antar aktor. Musdah (2014). Selain
menghadapi problem rendahnya kualitas kinerja
penanganan bencana, terdapat problem lain
vang juga merefleksikan findakan pemeriniah
terkait dengan bencana yang terjadi, yaite basis
tindakan yang hanya berorientasi pada upaya-
upava penanganan pasca bencana. Tindakan
yang dilakukan pemeriniah terkesan merupakan
aksi spontan vang terlambat dan kurang

terorganisasi dengan baik.
TINJAUAN PUSTAKA

Penanggulangan Bencana

Terdapat beberapa pengertian bencana
yvang dinngkapkan baik oleh para ahli maupun
oleh lembaga terfenm namun Undang-Undang
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Nomor 24 Tahun 2007 mendefinizikan bencana
sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakai yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun
fuktor manusia  sehingge  mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis,

Diari definisi, dapat ditarik beberapa kriteria

bencana yaitu:
a. Peristiwa/kejadian  atau  rangkaian
peristiwa
b. Mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat
¢. Disebabkan oleh alam, manusia ataupun
perpaduan antara nranusia dengan alam
d. Menimbulkan korban jiwa, penderitaan,
kerugian Tarta  benda, kerusakan
lingkungan, kerusakan sarana dan
prasarana, dan dampak psikologis
e. Terjadh secara tiba-tiba.

Upaya Penanggulangan Bencana

Terdapat berbagai pendapat temiang
siklus atau tahap penanggulangan bencana,
mulai dari yang paling sederhana sampai yang
paling kompleks. Dalam kondisi tidak terdapat
potensi bencana, Undang-undang 24 Tahun
2007 secara umum membagi penanggulangan
bencana ke dalam tiga tahap dan upaya
penangguangan  yaitu; Periama, prabencana
terdiri  dari  perencanaan  penanggulangan
bencana, pengurangan risike  bencana,
pencegahan, pemaduan  dalam  perencanaan
pembangunan, persyaratan  analisis  risiko
bencana;, pelaksanaan dan penegakan rencana
tata ruang, pendidikan dan pelatihan; dan
persyaraian standar feknis pemanggulangan
bencana. Sementwa dalam kondisi tecdapat
potensi bencana terdiri dari mitigasi, peringatan
dini dan kesiapsiagaan.

Mitigasi Bencama

Meskipun telah dinyatakan bahwa tidak
ada strategi baku dalam mitigasi  bencana,
beberapa pibak mengungkapkan strategi-
strategi vang umum dipakai dalam mitigasi
bencana, Menurut Schwab dkk (2007), terdapat
emam metode dalam mitigasi bencana yaitu
Building Standards, Developmment regulations,

Capital impravensent prograw, Land anwd properiy
acquisition, Taxation and fiscad policies, dan Publik

WEIT ey,

Selain sirategi yang telah disebutkan di
atas, salsh sam vang cukup popukar dalam
banyak kajian oleh akademisi dan jamak
diterapkan pada sebagian besar pemangku
kepentingan dalam wurusan bencana adalah
sirategi  Tofal Disaster Risk Management
(Stockholm Reciliance Centre, 2013) yaitu:

1. Establishment of coordination
mechanism and legal framewark for
disaster reduction.

2. Integration of disaster reduction concept
into development planning,.

3. Improvement of  sharing  and
management.

4. Promotion of Education and Publik
Awareness,

5. Development of multi-stakeholder and
cltizen parinership.

Adaptive Governance

Adaptive  governance  merupakan
pendekatan  dalam  melihat  kebijakan
pengelolaan dalam situasi vang kurang dapat
diprediksi sehingga wmenuniuit  proses-proses
vang dinamis dalam proses kebiakan publik.
Secara sederhana, dapat pula dikatakan bahwa
adapative  governance merupakan  bagian
konsep dari teori institusional yang berfokus
pada evolusi dari institusi formal dan informal
untuk pengelolaan asset bersama seperti
sumberdava alam dan asset lingkungan yang
menyediakan jaringan ekosistem {Brunner et al,
2005)

Dalam literatur lain menjelaskan bahwa
gagasan adaptive governance muncul dari ide-
ide fentang ekonomi politik, sumber daya alam,
teori ekonami, teori organisasi, teori sistem dan
co=praragement dan ilow sains yang kompleks
sehingga dalam memahami gagasan ini kerap
kali dikaitkan dengan posisi stakeholders
sebagai wnsur pemting dalam proses kajiannya
(Hatfileds-Dodds et al, 2005)

Selanjutnya, Berkes dan folke (2008)
memberikan setidaknya terdapat 3 fitur dalam
menilai adaptive governance yaitu
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1. Motivasi dan Jsu,
Motif merupakan dorongan  untuk
berpartisipasi ataupun bertindak dalam
adaptive governance hal ini  sangat
dipengaruhi oleh kepentingan vang
depat mempengaruhi keputusan untuk
memasukkan isu-isn  multidimensional
baru dalam kegiatan dan tindakan
kolektif,

2, Struktor
Adaptive governance membutuhkan
system koordinasi dan  kerjasama
seluruh dimensi jaringan horizontal dan
vertical. Hal ini juga berpengaruh pada
proses pengambilan keputusan dan
networking dengan demikian proses ini
mengacu pada partisipasi dan kerjasama

multistakeholders  dalam  berbagi
informasi dan sumberdaya
3. Jaringan

Jaringan  hovizontal menurut  sektor
(swasta, NGO dan Pemerintah) serta
jaringan vertikal (multilevel
government)  yang  mempengauki
pertukaran sumber daya vang dimiliki
oleh masing-masing stakeholders

Dalam kerangka ckologis dan mitigasi
bencana, adaptive governance dapat dipandang
sebagai pendekatan dalam menganalisis hal
yang berhubumgan dengan ketidakpastian
situasi  dalam membangun  ketahanan yang
relevan dengan analisis kondisi penanggulangan
bencana.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil dari studi
literatur dengan metode komparatif dimana
objek kajiannya adalah pelibatan dan pertukaran
jaringan antar aktor dalam langkah-langkah
mitigasi di wilayah yang wmemiliki potensi
bencana alam serta pernah mengalami kejadian
bencana. Data penelitian dikumpulkan dengan
mengacu pada beberapa publikasi penclitian
bertema serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dimensi aktor

Sejalan dengan konteks peraman dan
pelibatan mwliistakeholder, Berkes dan Folke

(2008) dalam Mingioni (1991} membagi
keterlibatan  multistakeholder  menjadi 2
Dimensi. Dimensi pertama merupakan Dimensi
horisontal vang terbagi dalam 3 sektor vaiiu:
Pertama, Chil sector (sektor sipill, yang
merupakan organisasi di luar pemerintah seperti
komunitas masvarakat, NGO dan akademisi
vang beckontribusi terhadap kepentingan
publik. Keberadaan NGO dalam dalam konsep
governance merupakan bagian yang vital dan
menjadi kunci dari beberapa preposisi penting
guna mewujudkan governance menekankan
kepada keterlibatan akior-akior institusional
yang berasal dari lwar tubuh pemerintah
(UNDP, 1994). Stakcholder lainnya yang
memiliki peran signifikan adalah para
akademisi yang melakukan beragam aktifitas
ilmiab baik dari sudut pendang ilmu eksakta

maupun  ilmo  sosial.  Mitigasi  bencana
merupakan langkah-langkah yang
membutvhkan ~ landasan  ilmiah  serta

memposisikan keseimbangan antara sektor fisik
dan  sektor sosial dalam  perancanaan
starteginya.

Kedva,  Private  Sector  (sektor
privat/swasta), wmerupakan perusahaan  atau

pithak swasta lainnya vyang  memiliki
kepentingan terhadap objek lingkungan dimana
pihak ini memiliki pemanan  dalam

mengeksplorasi dan  eksploitasi  sumberdaya
alam yang mampu memperbesar  kondisi
kerawanan di zona bencana, Sektor im
didefinisikan  sebagai  pihak-pihak  vang
memiliki aktifitas produksi yang sifatnya massif
mengeksploitasi sumberdaya alam. Meskipun
banvak diasumsikan dapat memberikan efek
negatif pada kelangsungan lingkungan hidup,
namun  ferm  governance  memberikan
penckanan terhadap adanya pelibatan sektor
swasta dalam setiap arah kebijakan Negara. Hal
tersebut teniu saja tidak terlepas dari paradigma
madernisasi dalam kajian-kajian pembangunan
vang sedikit banyak berorientasi pada
tercapainya status walfare state  dengan
mendorong fungsi-fungsi industrialisasi pada
sektor ekonomi hingga pada akhimya sekior
privat sebagai pelaku ekonomi menjadi unsur
penting dalam arahk pembangunan Negara,
Paradoks industrialisasi  dan  perlindungan
lingkungan hidup pada akhirnya menjadikan
sekior privat menjadi pihak yang memiliki
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peranan yang sangat vital dalam Kajian mitigasi
bencana,

Ketiga, Public Sector (sektor publik),
terdiri  dari  pihak-pihak yang memiliki
kepentingan publik  seperti  pemerintah  dan
badan-badan milik pemerintah sebagai institusi
pembuat kebijakan. Pembuatan kebijakan disini
tidak termasuk pada proses-proses legislasi
melinkan  instansi  pemerintah  yang  areal
kerjanya terkait dengan mitigasi bencana
Ragam kepentingan kategori ini dapai mebuat
rumiimya upaya mifigasi, mengingai bahwa
masing-masing dari mstansi ini memiliki dasar
hukum dan panduan operasional yang berbeda-
beda sehingga dapat menyulitkan leading sektor
dalam memaksimalkan fungsi Jdan langkah
mitigasi jika tidak tercapai kesamaan persepsi
dan koordinasi yang baik dalam Jlangkah-
langkah mitigasi.

Dimensi Vertikal

Dimensi kedua vaitu Dimensi Vertikal.
Dalam dimensi ini, keberadaan stakeholder
dipandang sebagai kesatwan organisasi dan
dilihat dari seberapa besar ruang lingkup dan
jaringan  kerja organisasi tersebuf. Dimensi
vertikal terbagi menjadi 4 jenis vai:

1. Local and operational: dilihat pada
tingkat kelembagaan pada skop terkecil
dimana stakeholders tersebut  hanya
bergerak pada proses pengelolaan
ataupun hanya bergerak dalam ranah
operasional.  isu-isu  teknis  vang
kemudian kerap menjadi fokus dari
kepentingannya. Selain itu kategori ini
juga sangat lemah dalam akses terhadap
proses pembuatan kebijakan sehingga
pada umumnya bergerak dalam kontcks

pemberdayaan masyarakat dan
keterlibatan dalam program-program
spesifik.

2. Regional and collective, merupakan
stakehaolder vang didefinisikan sebagai
stakeholders vang memiliki akses
langsung terhadap kebijakan dan
memilik pengarvh yang besar dalam
objek mitigasi bencana. Meskipun
dalam proses policy making memiliki

kekuatan dalam  menetapkan  panduan
dan konsensus bersama, stakeholders ini
tidak memiliki kewewenangan langsung
dalam mendiktekan program-program
spesifik  dan  semantiasa  harus
berkoordinasi dengan pihak-pihak lain
dalam level yang sama.,

3. National and constitutional, merupakan
level stakeholders yang mempunyai
kekuatan  dalem  membuat  ataupun
merubah  kebijakan. Stakeholder ini
memiliki jaringan dan otoritas yang
cukup besar dalam menentukan payung
hukum mnajemen bencana bencana

4. Imternational  levels,  didefinisikan
sebagai aktor-aktor internasional sebagai
dasar dan rujukan praktis dan teoritis.
Meskipun tidak memiliki akses tevhadap
pembuatan kebijakan ataupui
perundang-undangan negara  nanun
keberadaannya memberikan  dampak
bagi kaideh-kaidah ilmiah manpun
standar intemasional penanggulangan
bencana  dalam  konieks  global
manajemen bencana.

Mofif dan Isu Sektoral

Salak satn poin penting dalam pemetaan
stakeholder mitigasi bencana adalah identifikasi
sektor dan meotivasi. Motivasi sektoral sangat
mempengaruhi kapasitas inisiatif leading sector
vntuk memasukkan isu-isu baru dan berubah
menjadi  wacana  kebijakan pun tindakan
kolektif, baik bersifat ckologi, ekonomi, sosial
budaya atau perkembangan aksi kolektif. Dalam
situasi yang berbeda, stakeholder vang berbeda
juga mungkin memiliki motivasi yang berbeda
vntuk  mengambil bagian  dalam tindakan
kolektif,

Pada tabel berikut dipetakan sektor yang
ada sebagai stakeholder dengan motif dan isu
strategis yang menjadi area peranannya dalam
mitigasi bencana. Peta stakeholder ini selain
menunjukkan luasnya konteks mitigasi bencana
dalam perspektif multisektor, juga dapat
menjadi  acuan  dalam  menyusun  alur  dan
iejaring stakeholder mitigasi bencana.
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Tabel 1
Motif dan Isu Strategis Masing-Masing Stakeholder dalam Kerangka Multistakholders
Mitigasi Bemeana

Selkor Motif wnink terlibai dalam tindakan Isu yanz Ummmnya menjadi fokus dari
mitigasi srakeholders
=  Ekonomi o Mata pencalawian turum tenminis
¢  Perlindungan lingkungan ¢  Lahan Adat
#  Penanfaatan SDA o Gilohal Warming
Sipdl s Historis *  [Kesenjangan Pendapatan
+  Adat dan kebudayaan *  Warisan adat dan budaya
* Pendidikan »  Penelition dan Pengkajian
*  Spisitoal
«  Profit s Perluasan areal produksi
s  Ketenagakerjasm ¢ Pemnbalvan jumlah wisatawan
Privat s Tuontutan UD »  Pembangunan infrastrikinr paciwisata
+ Penyerapan teasga ketja
»  Pajak
« (SR
Penanggulangan besicana = [su Histonis Kebencanaan
Peningkatan kualitas hedug + Belom optimalava pemanfaaton SDA secara
mmsyarakat berkelanjutan
Penguatan ekowomi daerah +  Belom optioelnya keberlanjutan pengelalaan
Penguatan kelembagaan pemerintah dan pemantaatan samber daya aie
dan masyarakat + PBelom adanya  gerakan  bersama  dakm
Publik Pembenahan system hukom optioelisasi fungsi sumber daya bokan
Optinmlisasi pengelolaan dan + Masih  kerangnya  pemahaman  tentang
pemanfamtan sumber daya alam mekanisme  kepemilikan  dan  konsolidasi
« pemanfaatan lalan
#»  Belom jeksnva batas-batas pengelolsan htan
+ Belom eridentifikasingn  potensi  sumber-
sumbier daya mineral daerah
= pemanfaatan SDA lintasdeerah

Sumber : Hasil Olah Data

Undang-undang nomor 24 tahun 2007
tentang penanggulangan bencana melalui pasal
tentang asas dan prinsip penanggulangan
bencana menckankan pada koordinasi dan
kerjasama lintas  stakeholder  dalam
penyelenggaraan  penanggulangan  bencama.
Selain itm dalam pasal tentang twjuan dan
penggulangan bencana secara gamblang UU ini
juga  memberikan  gambaran  bahwa
penanggulangan  bencana  harus  diupayakan
dengan membangun partisipasi dan kemitraan
antara publik dan swasta. Dengan melihat
beragamnya motif sektoral tidak jarang bahkan
bisa dikatakan hapir setiap kali aksi mitigasi
berursan dengan kepentingan sektoral

Struktur dam Jaringan Mitigasi

Siruktur dan jaringan yang mendukung
koordinasi dan kerjasama seluruh dimensi aktor
dalam mitigasi bencama. Istilah struktor

{structure} dalam hal ini mengacu pada proses
pengambilan kepuiusan dan jaringan (network)
bertujuan untuk pemecahan masalah dalam
implementasi kebijakannya. Dengan demikian,
konsep ini berfokus pada proses partisipasi
deliberatif  dalam  membangun  konsensus
dengan tjuan menimgkatkan kerja sama dan
koordinasi antara  berbagai  pemangku
kepentingan vang mewakili kebutuhan dan
kepeatingan stakeholder pada tingkat yang
berbeda.

Koordinasi ini juga dapat ditingkatkan
dengan pengembangan pembelajaran  yang
mentransfer pengefahnan dan pendekatan baru
dalam cross-sector collaboration. Dalam sistem
adaptif vang kompleks, mi juga mendorong
dialog yang akhimya dapat memunculkan
pengetahman baru. Sejanh mana inisiatif Jeading
sector dapat membangun forom uniuk
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koordinasi kegiatan manajemen jugs dapat
menberikan indikasi kapasitas adaptasi mereka,
(Hidayat, 2014)

Berdasarkan hal tersebut, maka struktur
dan jaringan yang terbentuk berdasarakan

Tabel 2: Tipe Pelibatan

perspektif mulistakeholders dalam  mitigasi
bencana dapat dilihat dari analisis tipe-tipe
pelibatan, tanggungjawab, fungsi dan sumber

daya masing-masing stakeholders.

Tangguangjawab, Fungsi dan Sumber Daya Sektoral

Tipe
Stakeholders | Tipe Kerjasams | Tanggung Fungsi Sumber daya
Jawab
Konsukasi  dan dukungan akademds dan
partisipasi gembaran faktual pada . . . .
Sipil sukarela Penuatwisan dai Skill dan penyedia informasi
peliksanzan
- Rencana eksplosasi
- Pvogram pemberdayaan
Privat Koordimasi wajib :"km’“‘“ areal | | Dona penmlihan
- Teknologi
- Tenaga ahli
Leading  sekior, .
; Pembuat dan pelaksona | Kebijakan, perizinan, angsaran,
Publik f:;‘ﬁt ﬂnrﬂﬂ: wajib kebijakan, pengawasan sanksi

Sumber : Hasil Olah Data

Gambar 1: Skema Struketur dan Tipe Pelibatan dalam Jaringan Mitigasi

PEMDA

SKPD

— o

(G0 e =

+—— : pelibatan koordimatif {hubungan saling mempengaruhi kebijakan)
Aseemmanap - pelibatan konsoltatif (penting namun lemah dalam mempengaruhi kebijakan
——»  pelibatan Instrukiif (pelaksana dan objek)

Keterangan

Sumber : Purna (2016)

Gambar  diatas menjelaskan  bahwa
Pemerintah Daerah merupakan leading sector
dalam kerangka mitigasi bencana dimana
BPBD dan SKPD merupakan sekior kumei
sebagai eksekutor antara antara BPBD vang
menangani isu kebencanaan dan SKPD yang

mengatur tenfang program vang bersentuhan
dengan daerah rawan bencama, SKPD

merupakan pintu wasuk bagi sektor privat
(swasta) dalam melakukan eksplorasi dan
eksploitasi SDA di daerah rawan bencana vang
memilik hubvungan koordinasi dan  saling
mempengaruhi satn sama lain. Sementara. i,
akademisi dan NGO (LSM) sebagai scktor yang
sapgat vital bagi manajemen bencana hanya
terkoneksi dalam kapasitas sebagai konsultan
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yvang tidak memiliki kekvatan besar dalam
mempengaruhi praktik manajemen kebencanaan
padahal akademisi memberikan banyak data
ilmiah mengenai kondisi bencana, sementara
NGO merupakan sektor vang paling sering dan
intens mendampingi masyarakat dalam zona
bencana, Sementata i, BPBD dan SKPD
kerap kali memposisikan masvarakat sebagai
objek dari kebijakan dan peraturan yang ada.

Pelibatan stakeholders dalam
penanggulangan bencana kerap kali menjadi
masalah vang menjadi hambatan serius. Terlaln
banyak pihak vyang terlibat menimbulkan
kesulitan tersendiri dalam pembagian peran
masing=masing pelaku. Hal ini disebabkan
antara lain dapat dilihat dalam 6 hal vaitu:

I. persaingan dalam mendapatkan
sumberdaya,
2. ketakutan akan adanya pengaroh

terhadap otenomi lembaga,
3. perbedaan visi antar lembaga,
4. kurangnya inisiatif dari kepemimpinan
5. kepentingan sektor privat dalam areal
bencara
6. intervensi politik tentang masalah zonasi

Pelibatan model koordinasi sejatinya
menuntut tanggung jawab penuh pada fungsi
dan  peranan  stakeholder dalam  platform
kerjasama oleh karena itu dalam placform ini,
pikak swasta memiliki kewajiban dalam
melakukan aktifitasnya berdasarkan alur vang
telah ditetapkan bersama. berbeda dengan
sektor sipil yang memiliki keterikatan secara
sukarela sebagai akibat dari model pelibatan
yang bermain dalam ranah konsultasi selain dari
kewajiban tunduk pada perondang-undangan,
pihak swasta juga terikat pada standar
internasional  pemjamiinan muotu  techadap
layanan publik serta prinsip usaha yang
mempechatikan kelestarian lingkongan, Dalam
pelibatan jenis koordinasi, selain berkewajiban
dan senantiasa terikat pada platform, model
koordinasi juga mendekatkan stakeholders pada
akses langsung terhadap pembuatan kebijakan
ataupun  kekuvatan dalam menentukan design
program berkelanjutan.

Berdasarkan sudut pandang tersebut dan
model pelibatan yang berbeda antara sektor
privat dan sektor sipil, dapat ditarik kesimpulan
bahwa dalam konflik yang mungkin saja terjadi

akibat benturan kepentingan, posisi sekior
swasta akan lebih  diuntungkan mengingat
sektor i memiliki motif dar isu yang sama
dengan sektor publik serta akses yang lebih
dekat dengan proses legislasi dikarenakan
hubungan langsungnya dengan SKPD tekait.

Meskipun BPBD merupakan leading
sektor namun pada kenyataannya dalam ranah
formal pengambilan kebijakan, kewenangan
pada pengambilan keputusan masih memiliki
keterikatan struktural demgan SKPD tertentu
mengingat bahwa platform penanggulangan
bencana havus yang harus sesuai dengan arah
pembangunan daerah artinya, jika dilihat dari
motif dan isu yang dibangun oleh sektor publik
maka dapat dilihat bahwa struktur yang
terbentuk  justrm mengurangi power yang
dimiliki oleh BPBD dalam menentukan
keputusan strafegis mitigasi bencana. Kondisi
tersebut juga diperparah dengan kondisi bahwa
BPBD tidak memiliki koneksi langsung
terthadap sektor privat dalam mendiktekan
langkah-langkah mitigasi. Akibatnya, sektor
privat  kerap kali melakvkan aktivitas
penanganan bencana tanpa melihat perencanaan
mitigasi yang dibentuk oleh BPBI.

Ketimpangan pada distribusi  power
pada struktur yang besar dapat diamati pada
sektor sipil dimana Sektor ini merupakan sekior
yang paling kehilangan power dalam
menentukan arah kebijakan. Jika dilihat dalam
struktur  vang terbentuk, pada kenyataannya
sektor sipil masih ditempatkan sebagai objek
kebijokan ataupun “pihak ketiga” dalam
platform mitigasi. Situasi ini akan menghambat
proses konsensus yang kelak akan disepakati
bersama. Ketidakseimbangan sitmasi ini juga
dikatakan sebagai penyebah utama
terhambatnya transfer pengetahuan dan berefek
pada lemahmya respon pemerintah  dalam
membaca isu strategis. Sitwasi ini jelas
mengindikasikan Jemahnya tingkat adaptasi
pemerintah sebagai leading sector,

Pertukaran sumber dayva dalam jaringan
ditentukan oleh  posisi  masing-masing
stakeholder dalam struktur yang dibentuk dan
mempengaruhi kewajiban stakeholder dimana
semakin kuat pesisi stakeholder maka semakin
terikat stakeholder tersebut uniuk distribusi
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sumber daya dalam rangka memproduksi
pengetalman  barn  dan  konsensus  vang
terbentuk.

Lemalmya pertukaran sumber daya antar
masyarakat ditandai  dengan  penempatan
masvarakat sebagal objek progeam  dan
pendidikon  mitigasi  serta  lemahnya
pengetahvan pemerintah terhadap isu strategis
yang dimiliki oleh masyarakat terutama nlai-
nilai ekologi dalam Kultur masyarakat. Padahal
dalam konteks isu stralegis tentang lmgkungan
juga masyarakat lokal memiliki kepentingan
ckonomi dan cultural yang hendaknya harus
dipahami oleh leading sektor sebagai prioriias
dalam  strategi  mitigasi. Hal  tersebui
dikarenakan masyarakat meropakan pihak yang
akan mendapatkan dampak langsung dari
bencana.  Praktik zonasi vyang tidak
memperhatikan  nilai-nilai  kemasyarakatan
merupakan salah satu contoh lemabnya leading
scktor dalam melihat sumber daya yang di
miliki eleh masyarakat.

Dalam akiivitas mitigasi. tanggung
korporasi swasta ferutama yang secara langsung
berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan adalah transparansi rekam
jejak operasional dan akuntabilitas atas setiap
aktivitas  fisik  eksplorasi  lingkungan.
Berdasarkan pembahasan sebelumnya diketahui
bahwa sektor prival memiliki kepentingan
pengembangan  eksplorasi  dalam  beberapa
taliun ke depan oleh karena itu penyediaan
rencana pembangunan berkelanjutan menjadi
tanggung jawab pihak pengelola dalam
mendukung upaya mitigasi bencana namun
sampai  saat ini sangat jarang  ditemukan
dokumen rencana eksplorasi privat vang
diagjukan  dan  dipertimbangkan  oleh
instansiterkait. Kondisi ini dapat melemahkan
perancangan strategi mitigasi bencana kavena
lingkungan hidup bukanlah merupakan areal
vang otonom dalam sebuah zona melainkan
satw kesatuan ckosistem dimana efek kecil
mampu berdampak pada keseluruhan sistem.

Korporasi berfanggung jawab memberi
kompensasi atas segala dampak vang
ditimbulkan dari aktivias bisnisnya baik secara

langsung kepada masyarakat maupun yang
berupa konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

Selain i, Komitmen swasta/korporasi perlu
tetus  ditingkatkan  melalni  implementasi
Corporate Social Responsihiliy (CSR) atau
kegiatan sosial masyarakat  yamg  dapat
dilakukan dalam berbagai bentuk. Dukungan
vang diberikan dapat berupa dana (modal),
pinjaman, biaya promosi, fenaga (bimbingan
teknis dari tenaga ahli). peralatan/teknologi,
atan  akses informasi seputar  disaster
knowledge.

Implementasi CSR hingga kini jelas masih
jauh dari vang dikarapkan. Masalah ada sebab
persepsi korporat yang menganggap bahwa
alokasi dapa untuk kepentingan CSR sebagai
beban tersendiri karena merupakan fakior biaya.
Di samping itn, korporat sndah merasa cukup
bertanggung jawab dengan membayar pajak
yang hasilnya digunakan untok pembangunan.
Padahal, beberapa hasil kajian menunjukkan
adanya korelasi positif antara profit dan CSR,
atam  tujuan  Tmansial dan  tujuan  sosial
perusahaan.

Perusahaan yang mencatat laba tertinggi
adalah para piomir dalam CSR. Meskipun dalam
praktiknya sesuai dengan tuntuwtan perundang-
vndangan, sektor privat memiliki tanggung
jawab pendanaan terbadap menajemen bencana
berbentuk  dana hibah  kebencanaan, namun
dana tersebut dialokasikan pada situasi tanggap
darurat serta rekonstruksi pasca bencana bukan
pada tahapan mitigasi dan pencegaban bencana.

Ironisnya, selama ini realitas yang terjadi
memperlihatkan bahwa daerah-daerah tambang
yvang kaya sumber daya mineral di mana
perusahaan-perusahaan tambang besar dunia
(Freeport di Papua dan Newmont di Minahasa)
heroperasi justrn menjadi kantong-kantong
kemiskinan masyarakat lokal, pusat konflik
bemuansa kecemburuan sosial, serta sumber
perusakan lingkungan dan sumberdaya alam.
Hal tersebut menjadi bukti masih diabaikannya
etika dan tanggung jawab sosial vang
scharusnya menjadi pionir dalam CSR.

Sektor publik setidaknya memiliki
sumberdaya terbesar berupa kebijakan dan
sanksi dalam konsensus serta pemberdayaan
masyarakat. Dengan adanya fungsi kebijakan
dan sanksi vang dimilik pemerintak juga juga
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dapat menindak okmum-cknum yang vang
ditemukan telah melanggar konsensus bersama
ataupun peraturan hukum yang ada umtuk
kepentingan mitigasi bencana. Sumber dava ini
juga dituntut untuk didistribusikan  secara
merata berdasarkan tahapan policy making agar
tidak berat sebelah dan cenderung merugikan
pihak tertentu terlebih lagi mengingat realitas
tipe pelibatan yang tidak setara antar masing-
masing scktor. Selanjutnya, Pemberdayaan
masyarakat memiliki peranan besar  dalam
komteks mitigasi bencana alam. Selain
mengurangi kondisi kerawanan, mitigasi juga
berfokus pada kondisi kerentanan masyarakat
baik itu kerentanan sosial manpun kerentanan
ekonomi oleh karena itu peranperan program
pemberdayaan masyarakat sangat dibutnhkan
dalam meningkatkan ressifiance dalam upaya
memperkecil  jarak  antara  kerentanan
masyarakal dan kerawanan bencana selain
pengadaan dan penggunaan teknologi mitigasi
menjadi salab satu sumber kesuksesan mitigasi.

Penmtup

Stakeholder terbagl dalam dua dmensi
vaim: yang perfama dimensi horisontal vang
melihat stakeholders berdasarkan motif dan isn
yaito sektor publik yang merupakan lembaga
pemerintah, sekior privat yvang merapakan
Badan Usaha milih dan sektor sipil yang
merupakan  masyarakat  baik  Jembaga
masyarakat afaupun NGO atan  kelompok
akademisl, dan kedna dimensl vertikal vang
melihat dari besar areal kewenangan. Motif dan
Isu wyang Dberagam dari masing-masing
stakeholders kemudian membentuk struktur dan
jaringan pertukaran sumberdaya pada mitigasi
dalam kerangka aksi multistakeholders dimana
ketimpangan struktur dan  jaringan  secara
langsung mempengaruhi  pertukaran  sumber
daya, ahimya masing-masing sumber daya fidak
berhasil didistribusikan secara ideal. Kondisi ini
secara langsung mempengaruhi konsensus dan
komitmen masing-masing  stakeholder dalam

mensinergikan kegiatannya dengan kerangka

miligasi bencana. Ketimpangan
pengakomodasian isu yang tidak berimbang dan
tampak pada  struktor  dan  jaringam

multistakeholder menjadikan pemerintah sangat
tidak adaptif dalam memformulasikan
kebijakan mitigasi bencana.
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